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Sangat Berpotensi Merugikan
Keuangan Daerah

Terkait Pengelolaan
Dana Hibah KONI 2014

FERY.

Timuddin Dg M Bauwo

DONGGALA -
Pengelolaan Dana
Hibah untuk Komite

Olahraga Nasional
Indonesia (KONI)
Kabupaten Donggala

tahun 2014 senilai Rp
452,9Jutadan Rp76]Juta,
yang menjadi temuan
BPK, dinilai melanggar
peraturan  perundang-
undangan dan = san-
gat berpotensi merugi-
kan keuangan daerah,

Baca SANGAT ... hal 19
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Jika Ada Penyimpangan,

I SANGAT ..

Sambungan dari hal 20

sehingga tidak ada alasan
untuk tidak segera dituntas-
kan oleh Pemkab dan DPRD
Donggala. Penegasan itu dis-
ampaikan Tenaga Ahli Fraksi
Golkar DPRD Donggala, Dr
Timuddin Dg Mangera Bauwo
MSi kepada Radar Sulteng,
Kamis (2/7) kemarin.

Kata Timuddin, yang meru-
pakan Doktor Administrasi
Keuangan Negara dan Daerah
ini, sesuai pedoman penge-
lolaan keuangan daerah ber-
dasarkan Permendagri Nomor
13/2006 yang telah diubah
dengan Permendagri nomor
21/2011, dalam pasal 132
ayat (1) menyebutkan, bah-
wa setiap pengeluaran be-
lanja atas beban APBD ha-
rus didukung dengan buk-
ti yang lengkap dan sah, dan
pada ayat (2) disebutkan bah-
wa bukti sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan
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bertanggungjawab atas ke-
benaran material yang. tim-
bul dari penggunaan bukti
dimaksud. .

“Makanya  kami meny-
impulkan bahwa penggu-
naan dana Hibah oleh KONI
Donggala ini, tidak patuh den-
gan peraturan perundang-
undangan, utamanya pada
Permendagri Nomor 13/2006
yang telah diubah dengan
Permendagri nomor 21/2011,
sehingga sangat berpotensi
merugikan keuangan daerah,”
jelasnya.

Pengelolaan dana Hibah
senilai Rp 452,9 Juta, lanjut
Timuddin, tidak diyakini ke-
benaran bukti pertanggung-
jawabannya, begitu juga da-
na sebesar Rp76 Juta yang ti-
dak dipertanggungjawabkan,
sangat jelas telah menyala-
hi ketentuan dalam pasal 132
ayat (1) dan (2) Permendagri
Nomor 13/2006 yang telah
diubah dengan Permendagri
nomor 21/2011. “Di sini-
lah dibutuhkan peran DPRD
Donggala untuk memberikan
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Harus Diproses Hukum

pengawasan secara ketat ter-
kait proses penyelelesaian
temuan BPK ini,” tandasnya.

Timuddin juga mengkritik
sikap Ketua KONI Donggala,
Kaharudddin Kaco yang me-
nyerahkan tanggungjawab ke-
pada mantan Sekretaris KONI
Aslan Rembagau, untuk peny-
elesaian pengembalian dana
Rp 76 Juta. “Tidak boleh han-
ya menyerahkan tanggung-
jawab kepada sekretaris saja,
tapi ini masalah bersama pen-
gurus KONI Donggala, baik
Ketua, Sekretaris, Bendahara,
maupun pengurus lainnya.
Mereka semua harus ber-
tanggungjawab atas penge-
lolaan dana hibah yang ber-
masalah ini,” jelas Ketua STIA
Pancamarga Palu ini.

Sebagai bagian dari war-
ga Kabupaten Donggala,
Timuddin yang pernah men-
jadi Calon Wakil Bupati
Donggala ini, mengaku pri-
hatin dengan  pengelolaan
dana hibah KONI yang ti-
dak mengikuti prosedur-
al administrasi keuangan

Negara, sehingga terjadi keti-
dakpatuhan terhadap per-
aturan  perundang-undan-
gan. “Masalah ini tidak bo-
leh dibiarkan, harus ditun-
taskan, maka itu diperlukan
keseriusan dari DPRD dan
Pemkab Donggala, karena
menjadi pelajaran bagi pen-
gelolaan dana Hibah di masa
mendatang, tidak saja unuk
KONI, tapi juga untuk dana
hibah lainnya,” jelasnya.

Kata Timuddin, tidak di-
yakini kebenaran pertang-
gungjawaban pengelaoan
dana hibah KONI, sesuai
temuan BPK itu, harus dite-
lusuri secara paripurna, baik
oleh DPRD maupun Pemkab
Donggala, karena hal ini san-
gat berpotensi menimbulkan
kerugian daerah dan seluruh
pihak terkait, dalam hal ini
pengurus KONI Donggala ha-
rus dimintai pertanggungjaw-
abannya. “Kalau ditemukan
ada penyimpangan, maka ha-
rus diproses sesuai ketentuan
hukum yang berlaku,” pung-
kasnya.(fer)




